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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 197 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Keputusan kami tanggal 17 September 1953
No. 148 tahun 1953;

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menempatkan
seorang sebagai penasehat dari Sdr. Ir. Mohamad
Effendi Saleh, wakil Republik Indonesia dalam
Second Session dari Ecafe Railway Sub-
Committee di Paris jang dimulai pada tanggal 5
Oktober 1953;

b. bahwa untuk keperluan tersebut dapat ditundjuk
Sdr. Sidi Bakaruddin, pegawai Djawatan Kereta
Api jang diperbantukan pada Tjabang Kantor
Pusat Pembelian di Amsterdam;

Mengingat : a. surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26
Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April
1952 No. 68720/G.T.;

b. surat Keputusan kami tanggal 17 September
1953 No. 148;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri
Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur
Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan
Kepala Djawatan Perdjalanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menundjuk Sdr. Sidi Bakaruddin, pegawai Djawatan Kereta Api
jang diperbantukan pada Tjabang Kantor Pusat Pembelian di
Amsterdam (golongan IV) sebagai penasehat Ir. Mohamad
Effendi Saleh, wakil Republik Indonesia dalam Second Session
Ecafe Railway Sub-Committee di Paris mulai tanggal 5 Oktober
1953;

Kedua : Memerintahkan kepada Sdr. Sidi Bakaruddin tersebut
berangkat ke Paris dan menggabungkan diri dengan Ir.
Mohamad Effendi Saleh untuk keperluan di atas;

Ketiga : Keberangkatannja ke Paris diatur oleh Perwakilan Republik
Indonesia di Den Haag dan akan tinggal di sana 10 hari, dan
selandjutnja di Perantjis, Djerman Barat, Swis dan England
selama 15 hari untuk mengikuti perdjalanan anggauta-
anggauta lainnja ke negeri-negeri tersebut, dengan tjatatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bahwa setibanja ditempat-tempat jang dikundjungi ia harus
mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia
jang bersangkutan;

Keempat : Untuk kepentingan Djawatan Kereta Api setelah selesai
keperluannja dalam Ecafe Railway Sub-Committee, ia
diperintahkan untuk bersama-sama dengan Ir. Mohamad
Effendi Saleh mengundjungi paberik-paberik kereta api di
Netherland selama 6 hari dan di Austria selama 4 hari;

Kelima : Perdjalanan Amsterdam-Paris p.p. dan Amsterdam-Austria p.p.
dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang, sedang
perdjalanan keliling mengikuti Second Session dari Railway
Sub-Committee tersebut ditetapkan lebih landjut oleh Ecafe
dengan ketetapan, bahwa ongkos-ongkos perdjalanan itu
ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag;

Keenam : Berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-
ukuran jang berlaku, kepada jang bersangkutan diberikan
djumlah-djumlah sebagai berikut :
uang harian di Paris Fr.fr. 5000.-, di Djerman Barat
f.32,50(N.C.), di Swis Sw.fr.55,- di England £ 3/10/-, dan
Austria £ 3/10/-.
Djumlah-djumlah uang harian tersebut diselenggarakan oleh
Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag;

Ketudjuh : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan
itu harus membuat pertanggungan djawab keuangan (disertai
dengan bukti-bukti pengeluaran) kepada Perwakilan Republik
Indonesia di Den Haag dari uang jang diterimanja, djika tidak
maka uang jang telah diberikan kepadanja akan dianggap
sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang
akan diterima;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Pedana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Kementerian Perhubungan,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Kementerian Keuangan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalanan,
8. Perwakilan Republik Indonesia di Perantjis, Negeri Belanda, Inggeris,

Djerman Barat dan Swis,
9. Tjabang Kantor Pusat Pembelian di Amsterdam,
10. Kepala Djawatan Kereta Api (3x),
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
13. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
14. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank

Indonesia,
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15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.

ROOSSENO.
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